
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
STAF AHLI BUPATI BELITUNG  TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya staf ahli Bupati sebagaimana diatur

dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor

16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur mengenai uraian

tugas pokok dan fungsi staf ahli Bupati Belitung Timur;

b. bahwa pengaturan uraian tugas pokok dan fungsi staf ahli Bupati

Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a,

perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4033);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008
Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten
Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2010 Nomor 108);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2008 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
STAF AHLI BUPATI BELITUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disebut Pemerintah

Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.

5. Staf Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Bupati
dalam melaksanakan tugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1) Staf Ahli berkedudukan sebagai tenaga ahli/profesional di bidangnya, yang

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.

(2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 3

Staf Ahli paling banyak 5 (lima) Staf Ahli, yang terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 4

Staf Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan analisis
masalah serta memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugas masing-
masing sebagai bahan pertimbangan yang dibutuhkan Bupati dalam mengatasi
masalah pemerintahan Daerah serta untuk menetapkan kebijakan-kebijakan
strategis.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli
mempunyai fungsi :

a. pengkajian dan analisis sesuai dengan bidang tugas masing-masing

sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan kebijakan-

kebijakan strategis;

b. perumusan dan penyampaian telaahan sesuai bidang tugas masing-

masing sebagai bahan penyampaian saran pertimbangan yang dibutuhkan

Bupati dalam mengatasi masalah pemerintahan daerah; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Ahli
mempunyai kewenangan :

a. pelaksanaan pengkajian dan analisis kebijakan strategis sesuai bidang

tugas masing-masing yang dibutuhkan Bupati dalam menetapkan

kebijakan-kebijakan strategis;

b. pelaksanaan perumusan dan telaahan masalah pemerintahan daerah yang

dibutuhkan Bupati sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya; dan

d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.



BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

Staf Ahli merupakan jabatan struktural dengan eselon II b.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam

lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai

dengan bidang tugas masing-masing.

(2) Setiap Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan serta

bertanggungjawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan sesuai

dengan mekanisme yang berlaku.

(3) Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan tugas sesuai mekanisme dan

peraturan perundangan-undangan, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris

Daerah.

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan tugas, Bupati memberikan pengarahan, perintah

dan/atau petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada Staf Ahli

dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.

(2) Sekretaris Daerah sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan

mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Staf Ahli serta

memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.

(3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berkonsultansi dan berkoordinasi

dengan Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang tugas masing-

masing.

Pasal 10

Setiap Staf Ahli wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, melaksanakan

dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

sesuai dengan mekanisme yang berlaku.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut
oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 April 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 22 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19591013 198701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 182


